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Abstrak

Suatu perkara pidana tidak dapat dilepaskan dan Hukum Acara Pidana
Larena didalamnva terdapat Ketentuan-Ketentuan tentang bagaimana cara metakukan
ciwetihsaal pada perkara o bak pada tahap penvidikan. penuntutan  maupun

vlinean di peneadilan datam raneka penegakan hukum pidana

Hiekum acara pidana adalah merupakan rangkaian peraturan-peraturan

dmemuat cara bavaimana badan-badan  pemerintah  vang berkuasa vaitu
Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara
dengan mengadakan Hukum Pidana.

Sebagai hukum acara pidana vang berlaku di Indonesia sekarang ini
wdalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 vang tercantu dalam [embaran
Segara Lalion 1981 Nomior 76, Tambahan [ embaran Negara Nomor 3029 dan mulai
Berfuhu taneeal 31 Desember 1981 vang selanjutnva dikenal dengan nama Kitab

et ndane Hukum Acara Pidana i KUHAP )

Cndang-undang tersebut diatas adalah pengeantt dan Hukum Acara
Prdana vang tercantum didalam Staatsblads Tahun 1941 Nomor 44 vaitu HIR.

Menurut siatem HLLR menganut 3 ( tiga ) tahap acara pemeriksaan
perkara pidana vaitu

- Pemernksaan pendahuluan
- Pemenksaan didepan sidang pengadilan dan.
- Pelaksanaan putusan pengadilan
Sedangkan menurut KUHAP tahap pemeriksaan perkara pidan dibagi menjadi 4

¢ empat ) tahap vaitu



- lahap penyidikan

- Tahap penuntutan
Labiap pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dan.
Fahap pelaksanaan putusan pengadilan

Dalam sistem H IR tersebur pada tahap pemenksaan pendahuluan
Hahahan oleh pejabat kepaolisian dan jaksa penuntut umum, dan pejabata kepolisian
datoy bl e bertungst sebagar pembantu jaksa ( Hulf Magstrat ) Lain halnva
denzan sistem vang dianut oleh KUHAP dimana dalam tahap penyidikan dilakukan
oleh petugas penvidik atau penyidik pembantu.

Petugas penyidik tersebut terdiri dari pejabat yang berasal dan
hepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat juga dari Pegawai Negeri Sipil
tertentu vang telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang vaitu KUHAP i
sendin

Dalam hal melakukan tugas dan wewenang penvidikan int tidak jarang
tmbul masalah-masalah terutama vang berhubungan dengan tindakan-tindakan vang

i diakukan oleh petugas penvidik tersebut berdasarkan wewenang itu.

Wewenang penvidikan dari penyidik baik vang berasal dari Kepolisian
maupun vang berasal dan Pegawar Negen Sipil, sebenamya telah terkandung
undakan penanekapan. penahanan. penggeledahan dan penvitaan Dan diantara
tindakan-tindakan vang dilakukan oleh penvidik im yang paling sensitif sifatnva
adatah tndakan penangkapan dan penahanan. karena tindakan-tindakan ini hanya
dapat dilakukan oleh penvidik dan Kepolisian saja. sedangkan penvidik vang berasal
dan pegawar negen sipil tidak berwenang menangkap atau menahan seseorang tanpa

1z dan penyidik dan Kepolisian,



Bahwa penanghapan dan penahanan merupakan masalah vang sangat
penting  dalam  pengungkapan suatu perkara pidanasehingga sangat dibutuhkan
tindakan vang sangat hati-hati karena menvangkut hak azasi seorang tersangka
schaneva sihap mental vang tangeah dan seorang penvidik sena pengetahuan yang
matane mengenar aturan-aturan hukum acara prdana vang berlaku.

Fntah dapat dipenhsanva suatu perkara pidana. haruslah berdasarkan
cobimpabian dan penvidik Kepada Penuntut Umum dan Penuntut Uroumlah vang
melimpahkannya kembali ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dimuka

persidangan,



